
TEMA UTAMA

Sikap Hukum Islam
Dalam Merespons \)^te CoUar Crime

Rohidin

Modemisasi telah menghadirkan sophistikasi modus dalam kejahatan. Hal
itu mempakan sebuah agenda hukum tersendiridi zaman modem, Hukum

Islam, memangpunya nuansa untuk meresponnya, dan Hal itu yang
dicobatawarkan oleh Rohidia

Pendabuluan

HUKUM sebagai pranata sosial yang ber-
tujuan mewujudkan stabllitas dan kepastian, se>
lain saja tertinggal di belakang, dalam per?
ubahan dan perkembangan masyarakat. Salah
satu bukti kebenaran sinyalemen di atas adalab
munculnya kegelisahan di kalangan ahli hukum
yang merasakan betapa aturan-aturan formal
hukum positif tidak mampu mengantisipasi dan
menjangkau seluruh tindakan hukum masya
rakat yang pada eksoterisnya nampak legal te-
tapi sesungguhnya di dalamnya masih terda-
pat unsur-unsur kriminal, yang sekarang popu-
ler dikenal dengan istilab white collar crime.

Kriminalitas model ini, merupakan bentuk
kejahatan orang-orang terhormat yang mem-
punyai status sosial tinggi dan dilakukan dalam
rangka profesinya yang pada umumnya meru
pakan pelanggaran kepercayaan.^^ Perbuatan
ini luput dari kejaran hukum karena keko-
songan peraturan atau tidak dapat dipenuhinya
semua unsur delik yang bersangkutan, semen-
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tara dalam tindakan tersebut terkandung hal-
hal yang sangat merugikan masyarakat.

Ketertinggalan hukum dari cepatnya per
kembangan bentuk penyimpangan hukum se-
perti di atas akan semakin menyolok manakala
kejahatan "kalangan atas" itu kita asumsikan
sebagai akibat longgarnya etika seseorang yang
mengaku profesional dalam tugas profesinya,
tetapi dalam realitasnya sangat memungkinkan
orang lain untuk menjadi korban. Karena de
ngan asas legalitasnya, justru hukum positip se
makin terpisah dari muatan-muatan etik.

Akhir-akhir ini muncul kesan adanya kecen-
derungan formalisme hukum yang berasumsi
bahwa atman-aturan formal hukum seb^ai
mekanisme yang lebih canggih, jelas tolok u-
kurnya dan mampu bersikap antisipatif ter-
hadap perkembangan bentuk kejahatan. Feno-
mena serupa ini kita temukan misalnya saat ter-
jadi arus "ramai-ramai" penyusunan RUU di
kalangan legislatif, tanpa menyadari bahwa
bentuk yang formalistik dalaih art! selalu ber-
usaha mengatur sesuatu secara formal,
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memiliki keterbatasan. Aturan-aturan formal

pada dasarnya tidak akan lebih fleksibel dan
dinamis ketimbang aturan-aturan etik yang pe-
ngaturannya didasarkan atas kesepakatan an-
tara anggota kelompok (konsensus), kehor-
matan dan harga diri masing-masing individu.

Ketidakmampuan bukum positif menjadi se-
makin nyata dengan penerapan asas legalitas
yang ketat, di mana setiap tindakan hukum ti
dak dapat dipandang sebagai tindak pidana
kecuali karena adanya ketentuan yangjeias dan
melarang perbuatan tersebut.^^ Dengan asas le
galitas yang ketat ini oleh beberapa ahli hukum
dinyatakan sebagai tidak mampunya hukum un-
tuk menampung kebutuhan-kebutuhan masyara-
kat. Ketidak-mampuan ini adalah karena pasal-
pasal dalam perundang-undangan pidana tid^ se-
lamanya-mampu menghadapi setiap kasus yang
mengganggu ketertiban dan kepentingan masya-
rakat. Di samping para pelaku tind^ pidana —
terutama kalangan elit —yang senantiasa mem-
permainkan hak dan merusak ketenteraman per-
seorangan maupim masyarakat, mereka inemiliki
variasi modus untuk tidak sampai teijaring oleh
ketentuan perundang-undangan. Sementara di
sisi lain perundang-undangan atau aturan-aturan
kepidanaan yang sesuai dengan jenis tindakan
tersebut baru bisa dikeluarkan setelah melalui

proses panjang dan membutuhkan waktu yang
tidak sebentar.

Dalam konteks ini patut diajukan sebuah per-
tanyaan: bagaimanakah pandangan Hukum Islam
dalam mengatur kejahatan modus baru yang
secara formal belum diatur dal^ perundang-
undangan? Pertanyaan tersebut diajukan meng-
ingat Hukum Islam sebagai hukum yang Hnggi ni-
lai etiknya dianggap memiliki sifat universal,
elastis dan dianggap sangat berperan dalam
pengembangan konsep-konsep hukum modem.^^

Konsep Pidana dalam Islam
Secara umum- Hukum Islam dapat di- ar-

tikan sebagai seperangkat peraturan Tuhan
yang berkenaan dengan segenap aktivitas ma-
nusia dalam setiap aspek kehidupan,^\ dan
yang merujuk kepada dua sumber< utama yaitu
teks (nas) dan akal (pendapat manusia)^\ Dari
deflnisi di atas dapat dimengerti bahwa Hukum
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Islam begitu inklusive daya cakupnya untuk me
ngatur seluruh aspek kehidupan manusia baik
dalam hubungannya dengan Tuhan maupun
dengan sesamanya. Sebagai sebuah pranata
yang datang dari Tuhan tentu saja Hukum Is
lam semata-mata berdasarkan atas prinsip ke-
adilan, persamaan dan kemaslahatan manusia
secara komprehensif.

Satu hal yang patut kita anggap sebagai ke-
istimewaan Hukum Islam adalah bahwa Hu

kum Islam merupakan persenyawaan utuh an-
tara aspek keimanan, aturan formal dan etika.
Postulat ini jika dielaborasi maka dapat dime
ngerti bahwa Hukum Islam tidak dengan ketat
menerapkan asas legalitas, dan implikasi beri-
kutnya adalah bahwa kebaikan dan kejahatan
dalam pandangan Islam bukan semata-mata lan-
taran secara eksklusifTuhan menyuruh atau me-
larangnya, terlepas dari pertimbangan-pertim-
bangan sosio kultural. sebagai ukuran kemasla
hatan di kalangan ummat manusia. Tetapi di lu-
ar itu semua — dalam hal-hal tertentu — Hu

kum Islam pun menerima dan mengakui per-
timbangan-pertimbangan rasional untuk mene-
tapkan kerangka umum keadilan, paling tidak
ketika harus menginterpretasikan ketentuan-
ketentuan formal teks (al-Qur'an d^ as-Sun-
nah). Bentuk-bentuk pertimbangan rasional ter
sebut dalam Hukum Islam dapat berupa Ijma'
(konsensus), Qiyas (analogi), Istihsan, Istislah
dan Syad al-Zariah, walaupun Ijma*-lah yang
kemudian menempati posisi menentukan untuk
menetapkan aturan-aturan hukum yang mengi-
kat.^^

Dilihat dari segi obyeknya, kejahatan dalam
pandangan Hukum Islam dapat dikategorikan
ke dalam kejahatan: 1) terhadap jiwa, 2) ter-
hadap harta, 3) terhadap kehormatan, 4) terha
dap keturunan, 5) terhadap akal, 6) terhadap
agama dan 7) kejahatan terhadap kepentingan
atau ketertiban umum. Semua kejahatan terse
but dalam kaca-mata Hukum Islam dapat di-
klasiflkasikan ke dalam tiga bentuk hukuman.

Qisas dan Diyat
Dasar hukum hukuman qisas dan dfyat telah

ditetapkan di dalam al-Qur'an Surat al-Maidah:
90. Ayat ini dapat digunakan untuk menjaring
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segala bentuk kejabatan terbadap jiwa dan pe-
laksanaan hukumannya sangat tergantung ke-
pada pihak korban. Kemungkinan sebagai aki-
bat dari ketergantungan ini, jenis bukumannya
bisa berupa hukuman bunub (qisas), bisa ber-
bentuk diyat (mengganti kerugian kepada pihak
korban) atau bisa pula dibebaskan sama sekali
dari hukuman apabila keluarga si korban me-
maafkan pelakunya^ terkecuali jika hakim rae-
mandang perlu untuk memberikan hukuman tep
badap pelaku sebagai pembinaan dan penga-
jaran.

Had

Hukuman had di samping merupakan hu
kuman yang telah ditentukan macam dan jum-
lahnya, juga merupakan hak Tuhan. Pengertian
bak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak

dapat dihapuskan baik oleh perseorangan (kor
ban kriminal) ataupun oleh masyarakat yang
diwakili oleh negara. Keniscayaan ditetapkan-
nya hukuman ini, karena kejahatan yang mung-
kin teijaring sangat erat kaitannya dengan ke-
tenteraman dan keamanan masyarakat, keja-
hatan-kejahatan yang dapat dikenai hukuman
jenis ini adalah:

1. Kejahatan terhadap agama (murtad) (QS
2: 217).

2. Kejahatan terhadap harta (pencurian, pe-
rampokan atau perampasan hak milik se-
cara tidak sah) (QS 5: 38).
Kejahatan terhadap kehormatan (tuduh-
an palsu atas perbuatan zina, perkosaan
atau perzinahan) (QS 24; 2 dan 4).

4. Kejahatan terhadap akal (minuman keras,
obat terlarang dan sejenisnya) (QS 5:90).

5. Kejahatan terhadap negara atau kepen-
tingan umum (penganiayaan atau pem-
bunuhan terhadap tokoh pemerintah, me-
nguasai harta-benda negara, merusak ja-
Ian umum, membakar bangunan peme
rintah, menghancurkan alat-alat perang
negara dengan motif pemberontakan)
(QS 5:33).

Ta'zir

Hukuman ta'zir adalah jenis hukuman yang
tidak-ada ketentuannya dalam nash, tetapi di-
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dasarkan pada pertimbangan akal sehat dan
keyakinan daiam rangka mewujudkan ke-
maslahatan umum sesuai dengan rasa keadilan
masyarakat dan hukum ini merupakan peng-
ajaran bagi masyarakat.

Hukuman ta'zir diberikan secara bertingkat
sejak dari memberikan nasihat, dera, hukuman
kurungan sampai pada hukuman mati khusus un
tuk kejahatan yang sangat membahayakan ke-
pentlngan umum. Hakim dalam hal ini diberi
kebebasan untuk memilih hukuman mana yang
paling tepat dan sesuai dengan jenis kejahatan,
kondisi para pelaku, dan motif-motifnya juga
diberi kebebasan untuk meringankan hukuman,
memperberat atau bahkan membekukan pelak-
sanaan hukuman. Kalau dalam hukuman had

penguasa tidak dapat memberikan pengam-
punan pada pelaku kejahatan, maka dalam hu
kuman ta'zir penguasa memiliki hak membe
rikan pengampunan.®^

Syari'ah Islam membenarkan pelaksanaan
hu-kuman ta'zir untuk setiap perbuatan yang
termasuk dalam kategori merugikan masyara
kat sepanjang yang dikehendaki oleh kepen-
tingan umum, walaupun pada dasarnya perbu
atan tersebut tidak dilarang. Jenis perbuatan ini
tidak dapat ditentukan sebelumnya mengingat
ketergantungannya pada sifat-sifat tertentu,
yang apabila sifat-sifat ini tidak ada maka per
buatan tersebut tidak lagi dikenai hukuman. Si-
fat tersebut adalah apabila perbuatan yang di-
keijakan merugikan kepentingan atau keter-
tiban umum.

Kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama
yang menyangkut kepentingan umum merupa
kan alasan yang kuat untuk menetapkan ta'zir
sebab untuk memelihara ketenteraman dan ke
pentingan masyarakat diperlukan ketentuan yang
elastis yang sesuai dengan konteks waktu dan
tempat sebagai pelengkap pranata sbsial bagi
para pelaku tindak kejahatan yang tidak ter-
jaring oleh perundang-undangan formal. Per
buatan yang dapat dikategorikaii dalam bagian
ini adalah makan harta riba, mengkhianati per-
janjian (kontrak), menipu timbangan (ukuran),
snap, perjudian, memata-matai orang lain, per-
cobaan pencurian, pelecehan seksual, dan tin
dak pidana penting lainnya.^^
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Selain itu Hukum Islam juga mengenal ada-
nya pembagian kejahatan menjadi tindak pida-
na biasa dan tindak pidana politik. Perbedaan
esensial antara kedua bentuk tindak pidana di
atas hanyalah terletak pada motif dan situasiyang
melingkupinya. Satu tindak pidana dapat dika-
tegorikan sebagai tindak pidana politik, apabila
tindak pidana tersebut dilatar-beiakangi oleh
motif politis dan dilakukan dalam suasana pem-
berontakan atau peperangan. Akibatnya, bisa
jadi tindak pidana biasa akan berubah menjadi
tindak pidana politik manakala memenuhi sya>
rat-syarat di atas. Motif politis yang dimaksud
adalah apabila si pelaku memiliki pretensi me-
iecehkan wibawa pemerintah atau bahkan hen-
dak^^menggoyahkan kedudukan kepala nega-

Kejahatan Era Tradisional dan Era Modern
Pada awal perkembangan dan pembentuk-

an komunitas Islam sebagai sebuah masyarakat
baru, sebenarnya telah terjadi berbagai tindak
kejahatan baik yang secara ekspiisit ditegaskan
dalam sumber utama Hukum Islam (al-Qur'an)
ataupun tidak. Namun demikian bentuk-bentuk
kejahatan tersebut masih dalam tingkat yang
sederhana sesuai dengan kondisi kemasyara-
katan yang melingkupinya.

Pada masa yang sangat awal yakni masa ke-
Iiidupan Rasulullah saw, kejahatan kaum elit e-
konomi yang pada masa sekarang ini termasuk
jenis "kejahatan kerah putih" sebenarnya telah
terjadi walau dalam tingkat sederhana dan ka-
renanya, mudah dideteksi. Dalam dunia per-
dagangan pada masa itu misalnya, sudah terjadi
model bisnis monopolistik yang sangat meru-
gikan publik. Pada saat bisnis ini tercium oleh
kalangan penegak hukum (Rasul), maka per-
buatan pelakunya dinyatakan sebagai delik ke
jahatan.

Masih pada masa Nabi, kasus pelanggaran
kepercayaan juga sudah teijadi walau dalam ska-
la kecil. Kasus serupa ini dalam banyak riwayat
diceritakan terjadi pada diri seorang wanita
bangsawan dari suku Makhzum yang dipercaya
oleh rekan bisnisnya dengan cara diberi pin-
jaman (izin memanfaatkan barang-barang ber-
harga). Akan tetapi oleh wanita bangsawan tadi
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kepercayaan tersebut disalahgunakan bahkan
diingkarinya. Oleh karena itu dilaporkan kepa-
da Nabi untuk diputuskan hukumannya. Hanya
saja karena dia dari kalangan bangsawan, orang-
orang dari sukunya berharap agar Rasul ber-
sedia membekukan persoalannya. Cara yang
mereka tempuh adalah mencari flgur yang pa
ling dekat dan paling disukai Nabi untuk me-
mintakan keringanan hukuman. Tetapi oleh Na
bi wanita tersebut ^onis deng^ hukuman pen-
curian.^^^

Pada masa selanjutnya (masa Sahabat) juga
banyak ditemukan kejahatan yang dil^ukan
oleh kalangan elit politik atau keluarga dari pe-
nguasa politik. Pada masa Utsman -- oleh se-
mentara ahli sejarah disinyalir sebagai pengu-
asa yang punya kecenderungan nepotis -- telah
teijadi korupsi atas kekayaan negara oleh'ke-
rabat dekat Utsman yang diangkat olehnya se
bagai pejabat negara tanpa adanya kontrol dari
Utsman sendiri. Karena alasan inilah kemudian

mimcul pemberontakan yangmengakibatkan ter-
jadinya pembunuhan atas diri Utsman r.a.^^\
sebagai bukti ketidakpuasan masyarakat atas
tindak kejahatan tersebut.

Sesuai dengan tingkat perkembangan masya
rakat dan peradabannya, jenis-jenis kejahatan
yang muncul pun kian berkembang baik ma-
cam maupun modus operasionalnya. Pada ma
sa kekuasaan Umayyah misalnya, sejarah Hu
kum Islam mencatat satu perkembangan baru
dengan dibentuknya lembaga Madhalim, seba
gai sebuah lembaga peradilan yang khusus me-
nangani kasus-kasus hukum (tindak pidana)
yang dilakukan oleh para penguasa terhadap
rakyatnya. '̂̂ ^ Dalam dataran yang sederhana, se
benarnya sudah termasuk di dalamnya kasus
kolusi antar pejabat dengan para elit ekonomi,
hanya saja masih dalam skala yang jauh lebih
kecil jika dibandingkan dengan kasus-kasus
kolusi yang marak akhir-akhir ini dan meng-
gelisahkan para pemikir di bidang hukum, ka
rena sifat merugikan publiknya jauh lebih besar
dan lebih luas jangkauan imbasnya di dalam
masyarakat atau negara.

Untuk konteks sekarang, di mana Hukum
Islam yang aplikatif hanyalah dalam bidang- bi
dang hukum privat, konsep-konsep sederhana
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dari perangkat kepidaoaan yang dulu pernah
dikembangkan tidak diaktualisasikan selaras de-
ngan perkembangan masyarakaL Kalau saja pe
rangkat kepidanaan yang sederhana tersebut
dikembangkan sesuai dengan peradaban ma-
syarakat, niscaya kecanggilian kejahatan pada
era teknologi {technical age) ini, bukanlah suatu
persoalan yang serins. Artinya bentuk-bentuk
tindak pidana kaum berdasi sekarang ini, yang
diiakukan berdasarkan kemampuan intelektual
mereka dalam mencari upaya menghlndari ke-
jaran hukum, seperti kej^atan blsnis mo-
nopoiistik, pelanggaran-pelanggaran keperca-
yaan dari negara, atau kolusi antara pejabat dan
elit pengusaha dapat secara mudah diimbangi
dengan perangkat Hukum Islam sebagai alter-
natlf lain dari hukum pidana positif yang se
karang ini dihadapkan pada keterbatasan jang-
kauannya karena menerapkan asas legalitas yang
ketat.

Terlebih lagi dengan prinsip "kepentingan
umum" yang dianut oleh Hukum Islam sangat
fundamental. Dengan prinsip ini kepentingan
umum mengatasi dan mendahului ketentuan teks-
tual hukum?^^ Implikasinya setiap bentuk tindak-
an yang merugikan publik bisa dijaring hukum
pidana Islam walaupun kasus seperti itu tidak
ditemukan ketentuannya di dalam al-Qur'an.

Dengan flash back di atas, kiranya menjadi
jelas, bahwa sesungguhnya kejahatan-kejahatan
yang diiakukan oleh orang terhormat dalam
status sosial tinggi dan diiakukan dalam rangka
pekerjaannya yang umumnya merupakan pe-
langgaran kepercayaan tidaklah terlalu unik di
dalam pandangan sejarah Hukum Islam. Mu-
atan moral Islam misalnya akan mampu men-
cegah bentuk kejahatan pelanggaran keperca
yaan dalam dunia bisnis sekarang ini. Kasus
pencurian data oleh intelijen bisnis atau kolusi
antara intelijen bisnis yang rendah etlkanya de
ngan kompetitor dari pihak yang memberi
order adalah contoh dari bentuk-bentuk

canggih kejahatan kelompok elit dewasa ini.
Melalui intelijen bisnis yang rendah etika

profesinya ini sebuah perusahaan dapat menum-
bangkan keberadaan perusahaan pesaingnya de
ngan cara mencuri dokumen atau membajak te-
iiaga ahli perusahaan pesaingnya. Tetapi seba-
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liknya ba^ intelijen bisnis bersangkutan data
yang didapatnya -- data yang sudab siap pakai
—dapat saja dijual kepada pihak I^ yang mam
pu memberikan keuntungan lebih besar diban-
dingkan bayaran yang diperoleh dari peru
sahaan yang semula memanfaatkan profesi
nya.

Jawaban-Jawaban Yuridis

Hukum yang dikenalkan al-Qur'an bukan
lah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi meru
pakan bagian integral dari akidah bahkan ter-
masuk pula di dalamnya muatan etika.^^ Dari
postulat ini dapat dikembangkan pengertian ten-
tang Hukum Islam bahwa Hukum Islam de
ngan universalitas dan fleksibilitasnya dapat me-
nampungsemua aspek kehidupan manusia dari
bentuknya yangsederhana sampai pada tingkat
yang paling rumit.

Dalam kaitannya dengan persoalan pidana,
dapat disimpulkan bahwa konsepsi pidana da
lam Islamtidaksemata-mata berupa kejahatan )^ng
dimuat ketentuan-ketentuan formalnya dalam
al-Qur'an, tetapi lebih dari itu termasuk pula di
dalamnya segala jenis tindakan, yang jika
dilihat dari visi keimanan dan moral, jelas-jelas
merugikan manusia baik yang menyangkut ke
pentingan jiwa, harta, kehormatan, agama, dan
akal manusia.

Untuk persoalan pidana yang jelas-jelas ada
ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an, maka
dapat dikatakan Hukiun Islam mengenal asas le
galitas. Tetapi lebih dari itu Hukum Islam juga
mengakui otoritas intelektual dalam mende-
teksi setiap bentuk tindakan yang meru^kan
kelangsungan hidup manusia. Metodologi yang
ditawarkan dalam kajian hukum untuk bentuk-
bentuk yang tidak ada ketentuannya dalam al-
Qur'an adalah ijma (konsensus), qiyas (ana
log) atau -pertimbangan-pertimbangan moral la-
innya dengan menganut prinsip kemaslabatan
umum, keadilan dan egalitarian. Dengan demi-
kian hakim sebagai penegak hukum melalui
otoritas ijtihadnya mempunyai kebebasan un
tuk memutus setiap tindakan pidana yang be-
lum ada ketentuannya dalam al-Qur'an.

Untuk kasus pencurian data atau pemba-
jakan tenaga ahli sebuah perusahaan oleh per-
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usahaan Iain melalui intelijen bisnis, misalnya,
pada dasarnya adalah bentuk pencurian tingkat
tinggi yang efeknya lebih besar jika diban-
dingkan dengan kejafaatan pencurian konven-
sional. Berdasarkan metode qiyas (analog!) ke-
jahatan semacam ini oleh Hukum Islam dapat
dikenai hukuman had pencurian.

Demikian pula kasus penjualan informasi ra-
hasia sebuab perusahaan tertentu oleh badan
intelijen, sebenarnya merupakan bentuk pelang-
garan kepercayaan yang kalau kita rujukkan
pada kasus pelanggaran kepercayaan dalam ben
tuk yang masih sederhana pada periode per-
mulaan Islam dapat dikenakan hukuman pen
curian.

Dari klasifikasi hukum yang telah penulis
ungkap di muka cukup jelas bahw^ seiuruh
tindak pidana yang tidak ada ketentuan hu-
kumnya dalam al-Qur*an atau tidak dapat dia-
nalogikan dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an
termasuk dalam kategori hukum ta'zir.

Dengan demikian setiap tindak kejahatan
baik yang tradisional atau yang modern, bu-
kanlah persoalan yang tidak mungkin dipe-
cahkan oleh Hukum Islam sepanjang perbu-
atan tersebut dapat dibuktikan karakter -ke-
jahatannya bagi kepentingan umum baik yang
berkenaan dengan kerugian jiwa, agama, ke-
hormatan, harta maupun akal. Walaupun da
lam hal ini masih harus diakui bahwa hukum

pidana Islam masih perlu memformulasikan
format hukum acara yang sekarang ini dikritik
oleh beberapa pengamat Hukum Islam, seperti
Anderson, sebagai tidak cocok bagi masyarakat
majemuk yang menganut berbagai macam aga
ma, karena terkesan hukum ini hanya berlaku
secara insklusif, pada alat bukti misalnya, ba-
han bukti yang diajukan oleh non-Muslim ja-
rang bisa diterima dalam kasus apa pun yang
melibatkan tindakan pidana orang-orang Mu
slim, pun demikian bahan bukti yang diajukan
oleh wanita tidak pernah diterima dalam hal
tuduhan pidana, dan bahan bukti yang
ditujukan oleh pihak yang mempunyai kepen
tingan langsung, sama sekali ditolak. Ini semua
menurut Anderson sebagai bukti atas kekaku-
an hukum acara pidana Islam mengenai dite
rima atau tidaknya bahan bukti.^®^»
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